BABIV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN
CAMPURAN KADALUWARSA

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Campuran Kadaluwarsa
Sebagaimana dijelaskan pada bab II bahwa makanan yang halal adalah
makanan yang tidak dilarang untuk dimakan serta menyehatkan bagi tubuh
manusia. Dengan kata lain, makanan yang boleh dimakan adalah makanan
yang tidak mengandung madhorot bagi tubuh. Perngertian ini adalah sesuai

dengan surat al- Bagarah 168 yang berbunyi:
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Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari
apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang
nyata bagimu.” (Q.S. al- Bagarah :168)’

Sesuai ayat diatas, kita dianjurkan untuk memakan makanan yang
halal dan baik. Halal dalam arti ini adalah tidak dilarang oleh agama islam,
sedangkan fayyib (baik) dalam arti menyehatkan dan tidak berbahaya bagi
tubuh manusia. Jika dikaitkan dengan masalah di Kalimas Cookies yang
mana telah mencampurkan bahan yang sudah tidak layak untuk konsumsi
(kadaluwarsa) dengan bahan yang masih baru (fresh) yang mengakibatkan

salah seorang konsumen mengalami gangguan pencernaan (diare), maka jelas

! Departemen Agama RI, A/-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penerbit J-ART,
2005),20.
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makanan yang diproduksi oleh Kalimas Cookies ini tidak menyehatkan bagi
tubuh manusia (tidak fayyib).

Menurut kaidah figh, pada dasarnya dalam transaksi muamalah dan
persyaratan yang terkait dengan muamalah adalah boleh selama tidak
dilarang oleh nash (al-Quran dan as-Sunnah). Dalam perdagangan Islam ada
ketentuan yang harus dipenuhi, prinsip dasar tersebut adalah kejujuran,

kepercayaan dan ketulusan. Rasulullah bersabda :

(Sadl olay) TR 535 11 Galally Gl 8 BV 83050 50

Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar tempatnya disyurga
dengan para nabi, siddigin dan syuhada pada hari kiamat.” (H.R.
Tirmidzi)®
Sedangkan jika kita analisa dari segi jual belinya, yang mana pihak
Kalimas telah dengan sadar mencampurkan bahan yang tidak layak konsumsi
dengan bahan yang baru, dengan tujuan untuk mengurangi kerugian dan
mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga mengakibatkan
kerugian pada konsumen. Andaikan jual beli kue yang telah dicampur
dengan bahan yang sudah kadaluwarsa ini tidak menimbulkan akibat yang
buruk bagi konsumen, tetap saja transaksi ini mengandung unsur penipuan.
Maka dapat dikatakan bahwa transaksi jual beli termasuk dalam jual beli

yang terlarang dan termasuk jenis jual beli ghoror. Sehingga secara syariat

jual beli ini tidak sah.

2 Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At Turmudzi, Jami at-Tirmidzi. (Beirut: Darur Fikri,
1994), 5.
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Sebenarnya, Islam telah mengatur dalam al-Quran dan hadits tentang
makanan, jual beli, dan aktifitas antar manusia. Misalnya ayat-ayat yang
mengatur tentang makanan seperti dalam surat surat al- Bagarah 168 yang
mana kita dianjuran memakan makanan yang halal dan baik, surat al- Maidah
ayat 3 tentang larangan memakan bangkai, surat al- An’am ayat 145 tentang
larangan memakan darah, surat al- A’raf ayat 15 tentang larangan memakan
makanan yang menjijikkan, surat al- Baqarah ayat 195 tentang larangan
memakan makanan yang membahayakan tubuh manusia, surat al- Maidah
ayat 90-91 tentang larangan memakan makanan yang memabukkan dan masih
banyak lagi ayat yang menjelaskan (menganjurkan atau melarang) tentang
makanan. Juga ayat-ayat tentang jual beli seperti dalam surat al- Baqarah :
198, 275, 282, 283, an-Nisa ayat 5 serta an-Nisa ayat 29.

Sebenarnya Allah telah memberi kita pengetahuan tentang makanan
apa saja yang harus dilaksanakan juga apa saja yang harus kita hindari yang
tertuang dalam ayat-ayat-Nya. Karena apa yang kita makan akan mengalir
ke dalam tubuh kita da pastinya akan mempengaruhi juga apa yang akan kita
kerjakan. Karena, sesuatu yang berasal dari hal baik akan menghasilkan yang
baik pula, begitu pula sebaliknya. Sesuatu yang dihasilkan dari yang buruk

akan menghasilkan hal yang buruk pula.
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B. Analasis Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli
Makanan Campuran Kadaluwarsa

Pembangunan dan perkembangan di bidang perindustrian dan
perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang atau jasa
yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangann
bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi dan komunikasi semakin
memperluas pergerakan arus transaksi barang dan jasa. Barang yang
ditawarkan pun semakin berfariasi, kondisi yang sepeerti ini di satu pihak
mempunyai manfaat, karena konsumen bebas menentukan barang apa saja
yang mereka butuhkan sesuai keinginan dan kemampuan konsumen. Akan
tetapi disisi yang lain, kedudukan konsumen dan pelaku usaha tidak
seimbang dan konsumen berada di posisi yang lemah. Karena konsumen
merupakan objek dari bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-
besarnya oleh pelaku usaha melalui barang atau jasa yang di produksi.

Secara umum dan mendasar hubungan antar konsumen dan produsen
merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan
tersebut terjadi karena keduannya memang saling menguntungkan dan
mempunyai ketergantungan yang bisa dikatakan cukup tinggi satu dengan
yang lain.

Dalam kasus Kalimas Cookies sebagaimana yang telah terurai pada
bab III bahwa untuk mengurangi kerugian, Kalimas mengolah kembali kue
kering yang sudah kadaluwarsa yang diubah ke dalam bentuk tepung dan

kemudian diolah kembali yang dicampurkan dengan bahan yang masih baru.
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Maka sudah jelas pihak kalimas telah melakukan kecurang dengan
mencampurkan bahan yang telah kadaluwarsa dengan bahan yang fresh
(baru), sehingga konsumen selaku pemakai barang sebenarnya sangat
dirugikan atas tindakan tersebut. Ini identik dengan perbuatan melawan
hukum yang menyalahi aturan pada pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
UUPK yang intinya Kalimas Cookies telah mengedarkan barang yang tidak
sesuai dengan mutu dan kualitas yang dijanjikan. Sehingga sesuai dengan
pasal 23 UUPK Mahmudah dan Ismiyati selaku konsumen selaku konsumen
dapat menggugat Kalimas Cookies (pelaku usaha) ke pengadilan dan apabila
Kalimas Cookies dinyatakan bersalah, maka sesuai dengan pasal 62 ayat (1)
bahwa pihak Kalimas Cookies dikenakan sanksi dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp
2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Atau sesuai pasal 62 ayat V(3) yang
menyatakan jika pelanggaran mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat
tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Atau,
kalau pun kerugian tersebut tidak dialami oleh para konsumen tetap saja
kalimas telah melakukan hal curang. Dalam arti telah melakukan hal yang
dilarang oleh undang-undang yaitu pada pasal 8 ayat 1(a), (d),(e), dan ayat 2
undang undang perlindungan konsumen tentang larangan untuk
memproduksi barang yang cacat, tidak sesuai dengan standar peraturan
perundang-undangan. Maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan

dalam hal ini UUPK, maka sesuai dengan pasal 62 maka pihak kalimas dapat
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dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak dua
milyar rupiah.

Dari pemaparan di atas, maka sebenarnya pemerintah telah melindungi
para konsumen melalui undang-undang perlindungan konsumen nomer 8
tahun 1999. Dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi
masyarakat agar dapat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui
pembinaan dan pendidikan konsumen.

Secara yuridis normatif, semua peraturan tentang produk pangan sudah
memenuhi standard. Tetapi dalam proses penegakan peraturan itu dapat
dikatakan bahwa dalam banyak kasus peraturan-peraturan tersebut bersifat
nominal dan sematik. Aturan-aturan tertulis sebagai hukum positif sering
sekali dilanggar atau tidak dilaksanakan secara baik, banyak bukti yang
terjadi di masyarakat yang menunjukkan terjadinya peredaran-peredaran

produk pangan yang membahayakan kehidupan manusia.



